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Salah satu pemikiran yang berkembang di masyarakat sejak reformasi bergulir adalah melakukan perubahan
terhadap UUD 1945. Pemikiran tentang perubahan ini begitu kuat sehingga ada yang berpendapat tidak
mungkin reformasi tanpa mengubah UUD 1945.

Saat itu pandangan masyarakat terhadap UUD 1945 secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kelompok
besar. Pertama, kelompok yang berpendapat UUD 1945 belum pernah diubah. Kedua, kelompok yang
berpendapat UUD 1945 sudah pernah diubah, bahkan beberapa kali.

Kelompok yang berpendapat UUD 1945 telah mengalami perubahan menemukan berbagai kekurangan atau
bahkan kesalahan dalam melakukan perubahan itu, antaralain mengenai materi muatan dan bentuk
peraturan perundang-undangan perubahan.

Selama sgjarah ketatanegaraan Indonesia ditemukan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan
perubahan Undang-Undang Dasar, seperti Maklumat, K eputusan Presiden, Undang-Undang, K etetapan
MPR, Perubahan serta perubahan dengan hukum tidak tertulis seperti konvensi.

Perubahan UUD 1945 dengan memakai berbagai bentuk peraturan perundang-undangan mengundang
perdebatan di berbagai kalangan, termasuk di antara pakar Hukum Tata Negara. Permasalahan yang menjadi
perdebatan terutama mengenai bentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai untuk mengubah UUD
1945.

Dalam UUD 1945 tidak ditentukan bentuk peraturan perundang-undangan yang harus digunakan kalau
diadakan perubahan. Akan tetapi, perubahan itu tentu tidak boleh dilakukan dengan bebas sama sekali tanpa
batas apapun sebab setiap perubahan peraturan perundang-undangan secara umum harus memenuhi berbagai
persyaratan.

Mengenai perubahan peraturan perundang-undangan dalam ilmu hukum dikenal berbagal asas, seperti asas
perubahan harus dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi.
Sementara itu, dalam Hukum Tata Negara Indonesia tidak ada peraturan perundang-undangan lain yang
sedergjat atau lebih tinggi dari pada UUD 1945.

Jka UUD 1945 akan diubah, ketentuan yang pertama kali harus diubah sebenarnya adalah ketentuan tentang
perubahan itu sendiri. Adapun perubahan yang perlu dilakukan terutama adalah menentukan bentuk
peraturan perundang-undangan perubahan UUD 1945.
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